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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penetapan 

Nilai Dasar Tanah Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 

Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah Perspektif Siyasah Tandfidziyah dapat penulis 

simpulkan simpulkan bahwa :  

1. Penetapan nilai dasar tanah di Kota Bengkulu 

telah di atur dalam Peraturan Daerah No 01 

Tahun 2024 yang dimana dalam Perda ini 

nilai pajak mengalami kenaikan dari 0,2% 

menjadi 0,3% dan hal ini di laksanakan oleh 

Badan Pendapatan Dearah (Bapenda). Dalam 

kebijkan ini menimbulkan resistensi 

masyarakat karena dinilai kurang 

memeperhatikan kondisi sosial ekonomi 

dikota Bengkulu saat ini sehingga berdampak 

pada rendahnya kepatuhan wajib pajak, hal 

ini menunjukan bahwa adanya kelemahan 

dalam pendataan dan penetapan pajak oleh 

Pihak Bapenda Kota Bengkulu sehingga dari 

pihak bap enda sendiri sudah melakukan 

pengoptimalan seperti yang di ketahui sanksi 

pajak turun dari 2% menjadi 1% yang 
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bertujuan dapat meringankan masyarakat 

dalam membayar pajak dan berharap bisa 

mengoptimalkan PAD Kota Bengkulu.   

2. Penetapan Nilai Dasar Tanah Di Kota 

Bengkulu Berdasarkan Perturan Daerah No 1 

Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah jika  di tinjauan 

dari Siyasah Tandfiziyah belum berjalan 

secara optimal. Karena menurut Teori 

Maqashid Syariah menekankan perlindungan 

atas harta rakyat jika menimbulkan beban 

bagi masyarakat kecil, berarti kebijakan ini 

mengabaikan prinsip tersebut, oleh karena itu 

Kebijakan ini perlu ditinjau ulang karena 

telah berpotensi menzalimi masyarakat 

B. SARAN  

Saran yang ingin penulis sampaikan setelah 

melakukan penelitian ini adalah : 

1. Kepada Badan Pendapatan Daerah ( 

BAPENDA ) hendaknya lebih transparansi 

kepada Masyarakat dalam penetapan pajak 

baik  menyusun regulasi turunan yang jelas 

dan operasional dan membangun komunikasi 

dan edukasi pajak berbasis syariah. Tidak 

hanya itu di perlukan untuk meningkatkan lagi 
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evaluasi menyeluruh bagi  kinerja Bapenda, 

meningkatkan pemahaman Masyarakat melalui 

sosialisasi yang intensif maupun lewat media 

sosial , serta penyederhanaan prosedur 

administrasi pajak dan retribusi, dengan hal ini 

di harapkan bisa PAD dapat meningkat, dan 

Pembangunan daerah dapat berjalan lebih 

optimal. 

2. Kepada Masyarakat Kota Bengkulu 

Masyarakat hendaknya  lebih peduli lagi 

terhadap kewajiban dalam membayar pajak, 

Masyarakat juga diharapkan mengetahui 

regulasi mengenai perpajakan yang ada dengan 

cara ikut serta dalam setiap sosialisasi yang 

dilakukan dari pihak pemerintah. Jika masih 

ada kendala dengan nilai pajak hendaknya 

masyarakat mengurus langsung ke pihak 

BAPENDA jika pajak terlalu tinggi dan 

pendapatan tidak sesuai dengan pembayaran 

pajak, hal ini di harapkan agar pajak tidak 

menjadi beban dan bisa di bayar tepat waktu. 

Dengan begitu tidak ada lagi anggapan dari 

Masyarakat bahwa pajak itu tidak penting 

,karena pajak merupakan salah satu aspek 
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dalam memajukan pembagunan yang merata di 

kota bengkulu . 

3. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan 

mampu menjadi acuan bagi para akademis atau 

peneliti lainya yang ingin meneliti hal serupa, 

dengan harapan penelitian ini bisa menjadi 

perbandinganuntuk studi kasus di Derah Kota 

Bengkulu maupun Derah di Indonesia lainnya. 
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